BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018
perlu adanya Standar Biaya Umum dan Standar
Biaya Khusus;

bahwa dalam Standar Biaya Umum ada beberapa
satuan harga yang belum terakomodir yang harus
didukung dengan Standar Biaya Khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu 2002 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4187);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5315);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 1980
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 355
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampaiannya;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan
Konflik Sosial;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR
BIAYA KHUSUS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
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10.

11.

12.

13.

14.

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Pariaman

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman
yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang
kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan
perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Standar Biaya Khusus adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai
acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja yang
tidak termasuk dalam standar biaya umum anggaran pemerintah
daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Padang Pariaman adalah standar biaya yang digunakan khusus untuk
kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang
Pariaman.

Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk perhitungan biaya.

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan
dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok
masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan
berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi
sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat
pembangunan nasional.

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum,
pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan
konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam
Pembayaran Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III
STANDAR BIAYA KHUSUS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pasal 3

Ruang Lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati
ini yaitu sebagai berikut :
1. Honorarium Tim Terpadu Tim Penanganan Konflik Sosial.

2. Honorarium Tim Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu
Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 4

Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Padang Pariaman diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

No Nama Tim Kedudukan dalam Honor Satuan
Tim
1. | Tim Terpadu | 1. Ketua Rp. 2.200.000,- | Orang/Kegiatan
Penanganan | 2. Wakil Ketua Rp. 1.700.000,- | Orang/Kegiatan
Konflik Sosial | 3. Sekretaris Rp. 1.500.000,- | Orang/Kegiatan
4. Wakil Sekretaris | Rp. 1.250.000,- | Orang/Kegiatan
5. Anggota Rp. 600.000,- | Orang/Kegiatan
6. Sekretariat Rp. 550.000,- | Orang/Kegiatan
2. | Tim 1. Penanggung Rp. 2.000.000,- | Orang/Kegiatan
Penyusunan |jawab
dan 2. Wakil Rp. 1.600.000,- | Orang/Kegiatan
Pelaporan Penanggung
Rencana jawab
Penanganan | 3. Pembina Rp. 1.250.000,- | Orang/Kegiatan
konflik Sosial | 4, Ketua Rp. 1.000.000,- | Orang/Kegiatan
5. Wakil Ketua Rp. 900.000,- | Orang/Kegiatan
6. Sekretaris Rp. 800.000,- | Orang/Kegiatan
7. Anggota Rp. 550.000,- | Orang/Kegiatan
8. Sekretariat Rp. 550.000,- | Orang/Kegiatan




Pasal 5

Kepada Tim yang dimaksud pada pasal 3 dibayarkan honorarium sebesar
yang ditetapkan pada pasal 4.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang

pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto
ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 9



